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1.1 [bookmark: _Toc182477473]Latar Belakang
Saat ini dunia telah mengalami perubahan yang besar dan signifikan. Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi kian cepat bergerak sehingga membawa kita pada era digitalisasi. Teknologi informasi sudah menjadi pendamping dikehidupan kita saat ini dan memainkan peran yang sangat penting.. Salah satu tanda perkembangan teknologi yang saat ini ada ditandai dengan Elektronifikasi pada transaksi keuangan. Pada tanggal 14 Agustus 2014 Bank Indonesia (BI) dalam rangka mendukung Elektronifikasi tersebut adalah dengan membuat Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), yang bertujuan untuk  membuat sistem pembayaran yang efektif dan efisien (Anggraeni & Pambudi, 2024). Dengan adanya elektronifikasi pembayaran, masyarakat akan dimudahkan dalam  melakukan  pembayaran. Dengan hanya menggunakan  perangkat seluler dan memiliki jaringan internet, masyarakat sudah bisa melakukan  transaksi apapun  tanpa harus bertemu dan  melakukan interaksi langsung. GNNT yang di buat oleh Bank Indonesia merupakan salah satu inovasl layanan yang diberikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan perubahan teknlogi saat ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bawa di Indonesia pengguna internet pada tahun 2024 sebanyak 221.563.479  jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023 atau sekitar 79,5% pengguna internet di Indonesia. Disamping terdapat banyak  kemudahan dan keuntungan dengan adanya perubahan teknologi,  tentunya akan terdapat kendala juga  yang akan dihadapi oleh masyarakat dalam  beradaptasi dengan era digitalisasi.  Saat ini mayoritas masyarakat  belum terbiasa dengan penggunaan  gadget sehingga kegiatan  transaksi masih menggunakan sistem manual. Hal ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti, masih terdapat daerah yang termasuk kawasan blankspot atau tidak tersebarnya secara maksimal jaringan internet  terutama pada daerah yang memiliki geografis luas.
Dengan adanya masa transisi yang sebelumnya dilakukan secara manual kemudian beralih dengan serba elektrik pastinya seluruh masyarakat akan mengalami culture shock dalam penyesuaian tersebut. Hal ini tidak terlepas bagi negara dalam tata kelola pemerintahannya. Penyesuaian digitalisasi dalam  tata kelola pemerintahan tentunya akan menjadi tantangan bagi pemerintah  dalam  rangka peningkatan kualitas pelayanan salah satunya melalui inovasi pelayanan (Baso & Selong, 2024). Dalam tata kelola pemerintahan terdapat instrumen  keuangan negara yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN terdapat komponen pajak yang merupakan penyumbang kontribusi terbesar dalam keuangan negara. Selain APBN yang  merupakan  instrumen  keuangan negara, terdapat juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) yang di kelola oleh pemerintah daerah. Pada pemerintahan daerah terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi indikator utama dalam menunjang keberhasilan otonomi daerah (Ananda & Kurniawati, 2024). Dalam PAD terdapat komponen  pajak yang menjadi sumber pendapatan utama daerah. Pada era digitalisasi saat ini, pemerintah perlu melakukan penyesuaian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pada pembayaran pajak (Pratama, 2023).. Melalui teori Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan  terdapat dua konstruksi utama dalam penerimaan teknologi yaitu, persepsi manfaat (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) (Engko et al., 2023). Hal ini sejalan dengan adanya digitalisasi serta inovasi layanan dalam tata kelola pemerintah untuk memaksimalkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. 
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan salah satu kabupaten yang saat ini selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di era digitalisasi saat ini. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263 km2 terbagi dalam 20 kecamatan. Wilayah terbesar kedua di kalimantan ini mendapatkan sumber pendapatan terbesar melalui penerimaan pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (P-2). Pada tahun 2018 pemerintah daerah sudah mulai memberlakukan sistem elektronifikasi pembayaran serta inovasi layanan untuk mendukung digitalisasi. Hal ini tentunya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam pembayaran pajak PBB-P2. Dengan luas wilayah geografis dan tersebarnya 20 kecamatan dari hulu kehilir, hingga susahnya akses jalan/transportasi  dan akses internet mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah setempat, sehingga dalam pengaplikasian serta sosialisasi mengenai digitalisasi tidak merata dan menyeluruh ke seluruh kecamatan yang ada di kabupaten kutai kartanegara. 
Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 2021-2024 
	Tahun
	Pokok Ketetapan
	Realisasi Pokok Ketetapan

	2021
	203.336
	67.489

	2022
	185.385
	69.938

	2023
	172.357
	44.339

	2024
	175.324
	30.600


	         Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Kartanegara
	Dari tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Kutai Kartanegara diatas, terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami fase fluktuatif dan cenderung menurun  pada tahun 2024, sekitar 17,45%. Hal ini berarti penerimaan pajak bumi bangunan (P-2) di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan. Hal ini terjadi di sebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh pribadi WP tersebut dalam kesadaran  membayarkan kewajibannya. Sedangkan faktor eksternal bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kurangnya akses internet pada daerah  blankspot dan tidak merata sosialisasi digitalisasi kepada masyarakat. 
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis dilatar belakang, maka penulis ingin mengkaji terkait dengan pengaruh Inovasi Layanan dan Digital Payment terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (P-2)  dengan spesfikasiobjek yang akan dipilih adalah wajib pajak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki SPT PBB P-2. Oleh karena itu, penulis mengambil judul pada penelitian ini adalah “Pengaruh Inovasi Layanan dan Digital Payment Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
1.2 [bookmark: _Toc182477474]Rumusan Masalah
1. Apakah  inovasi layanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (P-2)?
2. Apakah  digital payment  berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (P-2)?
1.3 [bookmark: _Toc182477475]Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, adapun beberapa tujuan yang di buat dalam penelitian ini berupa :
1. Untuk mengetahui apakah inovasi layanan yang disediakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (P-2)
2. Untuk mengetahui apakah digital payment  berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (P-2)
1.4 [bookmark: _Toc182477476]Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1) Teoritis
Peneltian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terhadap teori yang digunakan dalam penelitian ini serta pengaruhnya terhadap variabel yang digunakan.
2) Praktis
Penelitian inidiharapkan dapat memberikan infomasi dan saran untuk dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak mereka, dengan adanya informasi ini pemerintah setempat dapat menanggulangi dengan memperbaiki atau membuat regulasi sehingga wajib pajak bisa lebih disiplin dalam membayarkan kewajiban pajak mereka
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2.1 [bookmark: _Toc182477479]Landasan Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc182477480]Teori Technology Acceptance Model (TAM)
Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori sistem informasi yang mengelola model mengenai proses bagaimana seseorang menerima atau tidaknya suatu teknologi. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Davis pada tahun 1989. TAM  merupakan pengembangan teori yaitu, Theory of Reasoned Action (TRA) yang dicetuskan oleh Ajzen dan Fishbein. Teori ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk ingin atau tidak dalam menggunakan suatu sistem informasi atau teknologi. Teori Technology Acceptance Model ini mempunyai dua konstruktur teoritis yang menentukan penerimaan seseorang terhadap teknologi informasi, yaitu persepsi manfaat (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) (Engko et al., 2023). 
Pada teori ini terdapat lima variabel yang digunakan dari konstruk utama TAM yang belum dimodifikasi, yaitu persepsi kemudahan (perceived ease of use), persepsi kegunaan (perceived usefulness), sikap penggunaan (attitude towards using), niat perilaku penggunaan (behavioral intention to use), dan penggunaan sistem sesunggunya (actual system usage) (Adi & Permana, 2018) .

1. Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use)
Persepsi kemudahan menjelaskan alasan seorang pengguna menrapkan dan menggunakan sistem atau teknologi informasi tidak membutuhkan upaya fisik yang menguras tenaga berlebih, atau secara singkat seorang pengguna percaya sistem dan informasi dapat digunakan dengan mudah dan efisien (Novianti et al., 2022). 
2. Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness)
Persepsi ini menjelaskan sudut pandang mengenai sejauh mana kepercayaan pengguna terkait manfaat atau produktivitas kerja yang dapat meningkatkan preestasi atau kinerja dan memberikan kontribusi positif terhadap suatu sistem (Adi & Permana, 2018). Dengan asumsi jika pengguna mempercayai sistem tersebut berguna, maka akan digunakan namun sebaliknya jika tidak ada keyakinan maka tidak akan digunakan.
3. Sikap Penggunaan (Attitude Towards Using)
Persepsi ini menjelaskan terkait sikap pengguna dengan ukuran sistem atau teknologi informasi yang digunakan yang menunjukkan pandangan pengguna dalam mengevaluasi suatu objek atau ide (Nugroho et al., n.d.)
4. Niat Perilaku Penggunaan (Behavioral Intention to Use)
Persepsi ini merujuk kepada niat pengguna terhadap pemakaian suatu sistem atau teknologi informasi dan menunjukkan perhatian kepada sistem tersebut (Nugroho et al., n.d.). Sikap dan perilaku pengguna terhadap suatu sistem memprediksi tingkat penggunaan tersebut yang dapat mengotimalkan kinerja memuaskan, jika didukung oleh perilaku pengguna.
5. Penggunaan Sistem Sesungguhnya (Actual System Usage)
Persepsi ini menyatakan jika seseorang akan merasa puas jika menggunakan sistem jika ia meyakini sistem tersebut mudah digunakan yang dilihat dari kondisi nyata pengguna tersebut (Adi & Permana, 2018). Dengan kata lain dasar pengukuran kepuasan pengguna dilihat dari frekuensi dan durasi nyata yang dirasakan dan dilihat oleh pengguna.
Dari pengertian teori Technolgy Acceptance Model (TAM) diatas, penulis menggunakan teori tersebut sebagai landasan untuk melihat apakah variabel X dan Y yang telah ditentukan yaitu, Inovasi Pelayanan (X1) dan Digital Payment (X2) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) berpengaruh dan sejalan dengan teori Technology Acceptance Model (TAM) ini.
2.1.2 [bookmark: _Toc182477481]Kualitas Pelayanan
Menurut Peraturan Menteri PANRB No.30 Tahun 2014, Inovasi Layanan merupakan terobosan pelayanan publik yang baik berupa ide/gagasan kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat baik secara langsung atau tidak. Inovasi sebuah  layanan dalam suatu organisasi merupakan  satu  hal penting dalam  penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan (Solong & Muliadi, 2021). Dikutip dari (Solong & Muliadi, 2021) West dan Far dalam Ancok menjelaskan bahwa inovasi merupakan peralihan prinsip, proses, dan praktik manajemen tradisional atau pergeseran bentuk lama dan memberi pengaruh signifikan  cara baru sebuah manajemen.
Inovasi adalah perubahan  terencana yang dikonsepkan dengan matang yang imulai dengan kajian mengenai inovasi yang dilakukan (Solong & Muliadi, 2021). Sejalan dengan yang disebutkan oleh (Said & Susanto, 2007) mengatakan bahwa inovasi adalah perubahan terencana dengan memperkenalan teknologi dan penggunaan peralatan yang baru dalam organisasi.  Menurut (Delarooz et.al, 2013) pengukuran inovasi layanan dapat dilakukan melalui tiga hal, yaitu :
1. Penggunaan Teknologi
Penggunaan teknologi mengikuti perkembangan zaman akan memudahkan instansi pemerintah dalam melaukan pelayanan kepada pubik. Hal itu tentunya akan berpengaruh dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanaan kewajiban mereka yang berkaitan dengan pembiayaan daerah. Dengan menggunakan teknologi, instansi pemerintah akan mendapatkan citra yang baik dimata masyarakat.
2. Interaksi dengan Pelanggan
Interaksi yang dilakukan instansi pemerintah dengan masyarakat akan membuat kedekatakan antara instansi dengan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah akan lebih paham mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, semakin baik interaksi yang dilakukan oleh pemerintah akan semaki tinggi juga kepercayaan mereka begitupun sebaliknya.
3. Pengembangan Layanan Baru
Pengembangan Layanan Baru berupa bentuk layanan yang diterapkan secara berbeda dengan pelayanan sebelumnya. Pengembangan layanan baru bisa berbentuk inovasi pengembangan yang lebih settle dari layanan sebelunya, atau perbaikan dari proses layanan tersebut. Pengembangan layanan ini akan berpengaruh dengan kinerja instansi.Jika pengembangan layanan berhasil diterapkan  maka akan meningkatkan kinerja dan juga kepatuhan masyarakat begitupun sebaliknya.33   
2.1.3 [bookmark: _Toc182477482]Digital Payment
Digital Payment merupakan metode pembayaran yang dilakukan oleh pemberi dan penerima uang secara online. Pembayaran dapat dilakukan selama 24 jam selama pengguna masih terhubung dengan internet. Pengguna digital payment selalu dapat berinteraksi dimana saja dan kapan saja melalui aplkasi yang terdapat di smartphone atau media elektronik lain yang dimiliki (Sulis et al., 2023). Menurut (Naufalia, 2022) Digital Payment adalah pembayaran berbasis digital yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan menggunakan media elektronik yang terjadi secara onlne, tidak terjadi interas fisik dengan penjual.
Dalam digital payment , uang yang disimpan akan diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses transfer dilakukan secara elektronik. Dalam  sistem digital payment, pembayaran atau pembelian barang dan jasa menggunakan metode elektronik melalui internet (Noviana & Darma, 2020). Terdapat lima indikator dalam pembayaran digital yang meliputi (Andriani, 2023) :
1. Perceived of Use (Kemudahan Penggunaan)
Digital payment  menyediakan fasilitas yaitu efektif dan efisien pada penggunaannya. Kemudahan dalam mengunakan sistem tersebut dapat berupa kemudahan untuk dipelajari maupun kemudahan dalam penggunaannya dalam kehidupan terutama transaksi jual beli yang dilakukan.
2. Perceived Usefulness (Persepsi Manfaat)
Penggunaan sistem digital payment tentunya banyak memberikan manfaat kepada penggunanya. Pengguna sistem ini akan merasakan manfaat dari penggunaan digital payment secara langsung maupun tidak langsung yang akan membantu melakukan transaksi di kehidupan sehari-hari.
3. Perceived Credibillity (Persepsi Kredibilitas)
Penggunaan digital payment diartikan sebagai penilaian konsumen terhadap privasi dan keamanan pembayaran digital. Semakin baik teknologi yang digunakan, semakin tinggi juga niat seseorang untuk menggunakan pembayaran digital.
4. Social Influence (Pengaruh Sosial)
Pengaruh sosial merupakan perilaku individu yang nantinya akan mempegaruhi orang lain. Dengan kata lain, pengaruh sosial berarti perilaku individu dipengaruhi bagaimana ia mempercayai orang lain dari penggunaan pembayaran digital.
5. Behavior Intention (Intensitas Penggunaan)
Intensitas penggunaan dipengaruhi oleh faktor manfaat, kemudahan, kredibilitas, dan pengaruh sosial yang akan menekan masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital.
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dimana wajib pajak taat dan patuh dalam pemenuhan kewajiban pajak yang ditanggungya.Kepatuhan wajib pajak adalah kemauan dan kesediaan untuk berkontribusilangsung secarafinansial kepadaemerintah dengan cara melakukan pemenuhan wajib pajak (Bella & Lintang, 2014). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan  keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban  pajaknya dan melaksanakan hak pajaknya. Beberapa kewajiban perpajakan antara lain (Ambarwati & Afriyansyah, 2023) :
1) Mendaftarkan Diri
Pendaftaran diri merujuk kepada proses dimana wajib pajak secara aktif mendaftarkan dirinya atau entitasnya (perusahaan atau organsasi) pada otoritas pajak untuk tujuan pembayaran dan pelaporan pajak. Pendaftaran diri merupakan bagian penting dan utama dalam proses perpajakan untuk memastikan bahwa wajib pajak terdaftar dalam sistem perpajakan negara.
2) Menghitung dan Membayar Pajak Terutang
Menghitung dan membayar pajak terutang merupakan langkah penting yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menghitung pajak adalah proses dimana wajib pajak menentukan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan penghasilan atau aset ekonomi yang mereka miliki. Setelah menghitung berapa pajak terutang, wajib pajak perlu membayarkan kewajiban pajak tersebut.
3) Membayar Tunggakan
Pembayaran pajak harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan batas waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Keterlambatan dalam pembayaran berakibat pada denda atau bunga yang dikenakan kepada wajib pajak yang nantinya akan menjadi tunggakan.
4) Menyetorkan kembai Surat Pemberitahuan
Penyetoran kembali surat pemberitahuan adalah langkah wajib dalam penyerahan atau mengirimkan kembali formulir SPT yang telah diisi dan dilaporkan kepada otoritas pajak setelah melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terutang.




2.2 [bookmark: _Toc182477483]Penelitian Terdahulu
	Nama Peneliti
	Variabel yang Digunakan
	Hasil Penelitian

	Maharani Intan Az-Zahra, Hartuti Purnaweni, Budi Puspo Priyadi
(2023)
	Variabel Independen (X) :
Sistem Pembayaran Non Tunai (Cashless)

Variabel Dependen (Y) :
Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pengguna Layanan BRT Trans Semarang
	H1 : Sistem Pembayaran Non tunai (Cashless) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan pada BRT Trans Semarang

H2 : Sistem Pembayaran Non Tunai (Cashless) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pengguna Layanan BRT Trans Semarang

	Ambarawati, Dicky Anugrah Afriansyah
(2023)
	Variabel Independen (X) :
Keseadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Perbankan, dan Kualitas Pelayanan On-Site

Variabel Dependen (Y) :
Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
	H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

H2 : Digitalisasi Perbankan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

H3 : Kualitas Pelayanan On-Site berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

	Safri Baso Amang, Abbas Selong
(2024)
	Variabel Independen (X) :
Inovasi Layanan, Kondisi Keuangan, dan Literasi Pajak

Variabel Dependen (Y) :
Kepatuhan Wajib Pajak
	H1 : Inovasi Layanan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 :Kondisi Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
H3 : Literasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

	Radhitya Pradhifta Darajat, Diamonalisa Sofianty
(2023)
	Variabel Independen (X) :
Penerapan Digitalisasi Pajak

Variabel Dependen (Y) :
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB

Variabel Moderasi :
Sosialisasi Perpajakan
	H1 : Penerapan Digitaliasi Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB

H2 : Sosialisasi Pajak tidak dipengaruhi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

	I Komang Agoes, Nyoman Diah Utari, Ida Ayu Putu
(2023)
	Variabel Independen (X) :
Inovasi Pelayanan, Kualitas Pelayanan, dan Sosialisasi Perpajakan

Variabel Dependen (Y) :
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Dua

	H1 : Inovasi Layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua

H2 : Kualitas Pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua

H3 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua

	Anggi Bela Ananda, Lintang Kurniawati
(2024)
	Variabel Independen (X) :
Tax Innovation, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepercayaan pada Pemerintah

Variabel Dependen (Y) :
Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

	H1 : Tax Innovation tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

H2 : Taxpayer Awareness berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

H3 : Tax Knowledge berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

H4 : Tax Sanction berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

H5 : Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

H6 : Keperayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2














2.3 [bookmark: _Toc182477484]Kerangka Konseptual
[image: ]






Kerangka Konseptual adalah gambaran dan arahan mengenai beberapa variabel yang akan diteliti, atau memilii hasil dari suatu proses berpikir yang diakhiri dengan konsep. Kerangka konseptual merupakan gambaran fenomena jelas yang kemudian memberikan suatu definisi yang dirumuskan (Barat, 2003). Pada umumnya, kerangka konseptual merupakan gambaran suatu rumusan atau pengertian yang digunakan peneliti sebagai arah atau alur jalannya penelitian tersebut.
Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang menjelaskan mengenai proses bagaimana seseorang menerima atau tidaknya suatu sistem dan teknologi informasi. TAM memiliki dua variabel utama yaitu, persepsi manfaat (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Pada era digitalisasi saat ini tentunya terjadi perubahan besar terutama di bidang teknologi. Seluruh aspek kehidupan bisa dilakukan hanya dengan menggunakan smartphone. 
2.4 [bookmark: _Toc182477485]Pengembangan Hipotesis
2.4.1 [bookmark: _Toc182477486]Pengaruh Inovasi Layanan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (P-2)
Inovasi Layanan merupakan strategi penting pemerintah  dalam melakukan perubahan yang terjadi pada saat ini. Dengan adanya inovasi layanan  tentunya akan menciptakan perubahan dalam tata kelola pelayanan kepada masyarakat. Inovasi layanan yang baik akan membuat masyarakat mendpatkan akses lebih mudah seperti mengakses data, melihat informasi, dan  lainnya yang berkaitan  dengan  layanan publik. Pada  pembayaran  pajak, inovasi  layanan yang dibuat akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban mereka seperti pendaftaran, penagihan, ataupun melihat data pembayaran yang telah dilakukan. Hal ini kemudian akan berpengaruh kepada kepatuhan mereka dalam membayarkan pajaknya.
Pada penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyani et al., 2023) menunjukkan bahwa inovasi layanan  berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Safri  et al., 2024) juga menunjukkan inovasi layanan berpengaruh positif signifikan terhadap  kepatuhan pembayaran pajak. Dari pernyataan dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1 : Inovasi Layanan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (P-2).

2.4.2 [bookmark: _Toc182477487]Pengaruh Digital Payment Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (P-2)
Digital Payment merupakan metode transaksi keuangan yang bisa dilakukan secara elektronik tanpa harus menggunakan uang tunai fisik. Digital Payment muncul seiring berkembangnya penggunaan teknologi digital seperti smartphone, internet, dan perangkat lainnya. Hal ini pun akan sangat berguna bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi pembayaran salah satunya membayar pajak. Saat ini wajib pajak bisa sangat mudah membayarkan kewajiban mereka tana harus datang ke teller bank atau kantor pajak. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pembayaran  pajak tersebut akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Pernyataan diatas sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai digital payment. Pada penelitian yang dilakukan (Purnaweni, 2014) digital payment berupa sistem pembayaran cashless berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dan kepuasan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Ambarwati & Afriyansyah, 2023) menunjukkan digitalisasi perbankan ataupun digitalisasi pembayaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Dengan pernyataan dan beberapa penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2 : Digital Payment berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (P-2).
















[bookmark: _Toc182477488]BAB III
[bookmark: _Toc182477489]METODE PENELITIAN
3. 
3.1 [bookmark: _Toc182477490]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Y) dan dua variabel independen (X). Variabel dependen (Y) yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (P-2). Sedangkan, variabel independen (X) yang digunakan adalah Inovasi Layanan (X1) dan Digital Payment (X2).
3.1.1 [bookmark: _Toc182477491]Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Y)
Kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (P-2) adalah sikap dimana wajib pajak taat dan  patuh dalam pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan (P-2) yang ditanggungya.Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (P-2) adalah kemauan dan kesediaan wajib pajak untuk berkontribusi langsung secarafinansial kepada pemerintah daerah dengan cara melakukan pemenuhan wajib pajak properti atau bangunan yang dimiliki. Ada beberapa indikator dalam kewajiban perpajakan antara lain (Ambarwati & Afriyansyah, 2023) :
1) Menaftarkan diri
2) Menghitung dan Membayar Pajak
3) Membayar tunggakan
4) Mengembalikan surat pemberitahuan

3.1.2 [bookmark: _Toc182477492]Inovasi Layanan (X1)
Inovasi layanan merupakan ide atau gagasan kreatif yag memberikan manfaat secara langsung maupun tidak pada penggunanya. Inovasi layanan juga merupakan perubahan yang direncanakan untuk memperkenalkan suatu teknologi dan penggunaan peralatan terbaru Menurut (Delarooz et.al, 2013) pengukuran inovasi layanan dapat dilakukan melalui tiga hal, yaitu :
1) Penggunaan Teknologi
2) Interaksi Pelanggan
3) Pengembangan Layanan
3.1.3 [bookmark: _Toc182477493]Digital Payment (X2)
Digital Payment adalah metode pembayaran yang dilakukan secaraonline. Pembayaran digital bersifat efektif dan efisien karena bisa digunakan kapanpun dan dimanapun dengan rentang waktu 24 jam  tanpa harus dilakukan ditempat yang bersangkutan selama masih dalam jangkauan internet. Terdapat lima indikator dalam pembayaran digital yang meliputi (Andriani, 2023) :
1) Perceived of Use (Persepsi Kemudahan Penggunaan)
2) Perceived Usefulness (Persepsi Manfaat)
3) Perceived Credibility (Persepsi Kredibilitas)
4) Social Influence (Pengaruh Sosial)
5) Behaviour Intentions (Intensitas Penggunaan)

3.2 [bookmark: _Toc182477494]Populasi dan Sampel
3.2.1 [bookmark: _Toc182477495]Populasi
Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi tidak harus berwujud manusia tetapi juga bisa berupa fenomena, gejala, atau peristiwa lainnya yang memiliki karakteristik atau syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dapat dijadikan sumber pengambilan sampel (Suriani et al., 2023). Dari pengertian diatas,dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah subjek atau objek yang akan diteliti yang akan dijadikan sumber sampel penelitian.
Pada penelitian ini, peneliti menentukan populasi yaitu masyarakat sebagai Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki SPPT PBB dan sudah atau pernah membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara, jumlah SPPT PBB Tahun 2024 berjumlah 175.324 yang berasal dari 20 kecamatan. 

3.2.2 [bookmark: _Toc182477496]Sampel
Sampel merupakan bagian dari jumlah, syarat-syarat dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah jumlah individu yang dipilih dari populasi dan merupakan perwaikilan dari keseluruhan populasi (Suriani et al., 2023). Sampel memiliki sifat representatf terhadap populasi. Jika sampel yang diambil berdasarkan panduan sehingga bersifat representatif terhadap populasi, maka data yag diambil dapat digeneralisasikan terhadap populasi.
Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Non Probability Sampling dengan tenik pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling  merupakan pengambilan sampel dengan menimbang hal-hal tertentu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan (Suriani et al., 2023). Pada penelitian ini ada eberapa kriteria yang ditentukan dalam memnentukan jumlah sampel, yaitu :
a) Berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara
b) Wajib pajak orang pribadi yang memiliki SPPT PBB
c) Pernah/sudah membayar PBB secara non tunai melalui QRIS ataupun M-Banking
d) Pernah/sudah  mendaftar, melapor, mendapatkan tagihan, atau pengajuan keberatan pembayaran pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Adapun dalam menentukan sampel dalam penelitian ini, menggunakan rumus Slovin yang digunakan untuk menentukan besaran populasi yang ideal mewakili. Rumus Slovin yang digunakan adalahsebagai berikut :
n = 
n = 
n = 
n = 99,94 (dibulatkan menjadi 100)
Keterangan :
n : Ukuran Sampel
N : Jumlah Populasi
e : Persentasi kelonggaran ketidakterikatan kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan  (10%)
Dari perhitungan diatas didapat jumlah sebesar 99,94 yang dibulatkan menjadi 100. Dengan arti jumlah sampel yang akan diambil untuk diteliti berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi yang memiliki SPPT PBB Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.3 [bookmark: _Toc182477497]Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber utamanya melalui jawaban responden atas kuisioner yang diberikan serta wawancara yang akan dilakukan oleh pihak terkait, yakni di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai skor atas jawaban yang diberikan oleh responden wajib pajak yang menerima SPPT PBB di Kabupaten Kutai Kartanegara dan hasil wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Data yang dipakai adalah data primer, yang diambil langsung melalui objek penelitian.
3.4 [bookmark: _Toc182477498]Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan  adalah dengan sumber data primer. Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini pengumupulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu :
1. Kusioner/Angket
Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013). 
2. Wawancara
Teknik ini berdasarkan pada laporan diri sendiri atau self-report. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, dengan melalukan tanya jawab (Nurgiyantoro, 1998).
Pengumpulan data menggunakan kuisioner/angket akan diukur dengan skala likert sebagai bentuk penilaian. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial yang ada. Pada penelitian ini skor yang digunakan pada skala likert adalah 1-5, dengan keterangan sebagai berikut :
	No
	Pilihan Jawaban
	Skor Item
Positif
	Skor Item
Negatif

	1
	Sangat Setuju (SS)
	5
	1

	2
	Setuju (S)
	4
	2

	3
	Kurang Setuju (KS)
	3
	3

	4
	Tidak Setuju (TS)
	2
	4

	5
	Sangat Tidak Setuju (STS)
	1
	5



3.5 Instrumen Penelitian
Pembuatan kuisioner yang akan dibagikan kepada respondedn, akan dibentuk kisi-kisi terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja yang akan ditulis pada pertanyaan kuisioner/angket.
Tabel 3 1 Kisi Kisi Kuisioner/Angket
	Variabel Penelitian
	Indikator
	Keterangan
	No
Item

	Digital Payment
(X2)
	Perceived of Use (Persepsi Kemudahan Penggunaan)
	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan digital payment (QRIS/VA)
	1

	
	
	Saya menggunakan digital payment (QRIS/VA) dalam pembayaran pajak karena lebih fleksibel dapat dilakukan kapan saja
	2

	
	
	Saya menggunakan digital payment (QRIS/VA) dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena dapat dilakukan dimana saja
	3

	
	
	Saya menggunakan digital payment (QRIS/VA) dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena mudah digunakan
	4

	
	Perceived Usefulness
(Persepsi Manfaat)
	Saya menggunakan digital payment (QRIS/VA) dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena lebih efektif dan efisian
	5

	
	
	Saya menggunakan digital payment (QRIS/VA) sebagai langkah tepat dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan
	6

	
	
	Saya menggunakan digital payment (QRIS/VA) dapat menghemat waktu dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan
	7

	
	
	Saya menggunakan digital payment (QRIS/VA) dapat menghemat biaya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan
	8

	
	Perceived Credibility
(Persepsi Kredibilitas)
	Saya menggunakan digital payment (QRIS/VA) dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena saya merasa data pribadi saya terjamin keamanannya
	9

	
	
	Saya menggunakan digital payment (QRIS/VA) dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat mengurangi kemungkinan penipuan
	10

	
	
	Penggunaan digital payment (QRIS/VA) dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan mengalami masalah atau kendala teknis saat pembayaran
	11

	
	Social Influence (Pengaruh Sosial)
	Saya menggunakan digital payment (QRIS/VA) dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena orang dilingkungan saya sudah menggunakannya sebagai alat pembayaran pajak bumi dan bangunan
	12

	
	
	Saya tidak menggunakan digital payment (QRIS/VA) dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena orang dilingkungan saya tidak menggunakannya sebagai alat pembayaran pajak bumi dan bangunan
	13

	
	
	Penggunaan digital payment (QRIS/VA) dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan membuat saya lebih tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan
	14

	
	
	Penggunaan digital payment (QRIS/VA) dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena dipengaruhi oleh sosial media
	15

	
	Behaviour Intentions
(Intensitas Penggunaan)
	Penggunaan digital payment (QRIS/VA) dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan membuat saya merasa lebih mudah mengingat waktu jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan
	16

	
	
	Penggunaan digital payment (QRIS/VA) dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan membuat saya merasa lebih mudah dibandingkan dengan metode lainnya
	17

	Inovasi Layanan
(X1)
	Penggunaan Teknologi
	Saya menggunaka website SIPAJOL BETIJAK untuk mengakses terkait informasi pajak bumi dan bangunan 
	18

	
	
	Saya merasa website SIPAJOL BETIJAK mempermudah saya dalam mengakses terkait informasi pajak bumi dan bangunan
	19

	
	
	Saya mengalami kesulitan dalam mengakses website SIPAJOL BETIJAK 
	20

	
	
	Saya merasa data pribadi saya aman ketika mengakses website SIPAJOL BETIJAK
	21

	
	Interaksi Pelanggan
	Saya merasa informasi terkait pembayaran pajak bumi dan  bangunan mudah didapat melalui website SIPAJOL  BETIJAK
	22

	
	
	Saya merasa adanya bantuan yang memadai jika terjadi masalah saat penggunaan wbsite SIPAJOL BETIJAK
	23

	
	
	Saya merasa puas dengan penyedia layanan dalam memberikan nontifikasi ataupengingat jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan
	24

	
	
	Saya merasa layanan dalam website SIPAJOL BETIJAK yang diberikan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah memadai
	25

	
	Pengembangan Layanan Baru
	Saya merasa adanya SIPAJOL BETIJAK meningkatkan kemudahan dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan
	26

	
	
	Saya merasa adanya perbaikan atau pembaruan layanan pada website SIPAJOLBETIJAK dalam memahami dan mengakses informasi terkaitpajak bumi dan bangunan
	27

	
	
	Saya merasa adanya pengembangan fitur tambahan atau peningkatan teknologi pada website SIPAJOL BETIJAK meningkatkan kepuasan saya terhadap penggunaan layanan
	28



3.6 [bookmark: _Toc182477499]Alat Analisis Data
Alat  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi SmartPLS melalui media laptop atau komputer.. Penelitian ini menggunakan teknik analisis PLS (Partial Least Square) yang merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara bersamaan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Pengujian ini dilakukan langsung untuk melihat pengaruh inovasi layanan  dan  digital payment  terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (P-2).
3.6.1 [bookmark: _Toc182477500]Uji Kualitas Data
Uji kualitas dara digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel. Uji kualitas data ini dilakukan utuk mengukur seberapa akurat atau validnya objek terhada suatu penelitian. Realibilitas digunakan untuk menentukan seberapa terpercaya alat ukur yang digunakan. Alat ukur ini berguna untuk memperoleh hasil yang baik dan relatif sama sehingga mendapatkan hasil yang dipercaya dan realibel. Terdapat dua instrumen pada uji kualitas yaitu, Uji Validitas dan Uji Realibilitas.
A. Uji Validitas
Uji Validitas merupakan uji yang berfugsi untuk melihat apakah alat tersebut valid atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud adalah berupa pertayan-pertanyaan yang tertera pada kuisioner (Janna & Herianto, 2021).
Pada uji validitas tingkat siginifikasi yang digunakan yaitu 0,03. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :
1) H0 terbukti apabila r hitung  >  r  tabel
2) H0 tidak terbukti apabila r statistik  ≤  r tabel
B. Uji Realibilitas
Uji realibilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kuisioner yang digunakan dalam pengumpulan data sudah reliabel atau tidak (Dewi & Sudaryanto, 2020). Uji ini menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan mengetahui konsistensi alat ukur jika pengukuran dilakukan berulang kali.
Uji realibilitas ini terdapat banyak metode, namun metode ang sering digunakan adalah metode Cronbach’s Alpha dengan perhitungan apabila r hitung  >  r tabel 0,05 maka diterima. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :
r11  =  [] [ 1 - ]
Keterangan  :
r11	: koefisien reliabilitas instrumen (total tes)
k	: jumlah butir pertayaan  yang  sah
Ʃơb2	: jumlah varian butir
Ơt2	: varian skor total
3.6.2 [bookmark: _Toc182477501]Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal. Pengujian regresi baru dapat dilakukan jika penelitian memnuhi syarat dari uji asumsi klasik sehingga tidak menghasilkan uji yang bias serta dapat dipertanggungjawabkan.
A. Uji Normaitas
Uji normalitas merupakan uji yang berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal (Iqbal, 2000). Uji ini bertujuan untuk melihat apakah data terdistribusi normal antara variabel terikat dengan variabel bebas dalam model regresi. Uji yang digunakan adalah uji one sample Kolmogrov-smirnov dengan kriteria sebagai berikut :
1) Jika hasil pengujian menunjukkan signifikasi > 0.05 maka data pada variabel terdistribusi normal
2) Jika hasil pengujian menggunakan signifikasi < 0.05 maka data pada variabel tidak terdistribusi normal.
B. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas berfungsi untuk menguji apakah model regresi terdapat adanya korelasi antara variabel terikat dan variabel bebas (Silaen, 2015). Dalam uji multikolonieritas ini dilihat dari perbandingan antara tolerance dan VIF dengan nilai kritis. Adapun kriterianya sebagai berikut :
1) Jika nilai tolerance > 0.10 berarti tidak dapat multikolonieritas
2) Jika nilai VIF < 10 berarti tidak terdapat multikolonieritas
C. Uji Heteroskedastisitas
[bookmark: _GoBack]Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variance dalam model regresi. Uji hetereoskedastisitas dilakukan dengan Uji Gletser. Titik ukur variace bebas dari heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikasi variabel > 0.05 (Iqbal, 2000).
3.6.3 [bookmark: _Toc182477502]Uji Hipotesis
A. Uji T
Uji T atau uji parsial berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun kriteria uji T adalah sebagai berikut :
1) Apabila Thitung > Ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima
2) Apabila Thitung < Ttabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak.
B. Uji F
Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independent secara bersamaan memperngaruhi variabel dependen. Penilaian yang digunakan adalah sebesar 0.05, jika nilai signifikansi dari F dibawah 0,05 berarti variabel secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen maupun sebaliknya (Ghozali, 2013). Untuk mengambil keputusan dapat dilihat dari pengujian ini yang dilakukan untuk melihat nilai F yang terdapat di dalam tabel ANOVA, tingkat signifikansi yang dipakai yakni sebesar 0,05. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2016) :
1) Jika nilai signifikan F < 0,05 maka H0 ditolak dan H 1 diterima. 
2) Jika nilai signifikan F > 0,05 maka H0 diterima dan H1.   
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